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KATA PENGANTAR

Dengan menguoapkan  syukur ke had1rat Allan Swt atas
vakhmat dan petunjuknya maka penelitian yang ber judul s
:Eksistenﬁi Peradilan Agama di Negara Republik Indonesia ini
.ddpdt kami salmﬁalhan.

Dalam kesempatan ini pﬁnvl:t1 m@nyampamldn'tmrima kasih
dan p&nqhargaar yang sebesar—besarnya kepada semia pihak yang
Cturut membantu sehingga penelitian inl dapat diselenailkan,

Memyadéri hahwa masih banyak kebkurangan dalam penclitian
ini, karena itu peneliti menyambut gembira semua kritik  dan
ﬁarah vang bersifat membangun. ‘

Akhirnya havapan pphmlifi semonga laporan ind menmber i kan
_manfaat hagi peabaca Lquauunya sivitas Universitas Diponegora

ue-:*.mewang; -

Sexmar ang 19

Peneliti



I INGEASAN

Femisahan seta tugas bidang pengadilan dalam sejarahnya

kurang jelas. hal inl bisa dilihat dalam sejarah  kesultanan

“yang mempunyai kekuasaan dalam seala bidang.

Sehingga pemisaban antara pemerintah sebeanarnya nihil.

‘Selahjutnya dikatakan sultan mempimpin Negara  dan  Agama,

sehingga pemisahan inipun beklum jelas. walapuh disebuthkan

juga empat orang yang berhak bertindak pengadilan, oanun

dalam praktek hanya 2 orang yang melaksanakan tugas, yaitu

penghulu dan jaksa. .



SUMMARY

The supreme court of justice, at them seal of  goverment,
nominally . wansists of thenfaour following nwrﬁon;'fculléd,
from their importence the nails which ffk the  Bingudan,
_thevaaverignf his mihiﬁter, the high, pricst and bhoe o Gudgoeds
of cammon law. ; :

The sovereign never administrasi justice in

person, bot
interferes

when the thinks proper as well on the  general

principle of his awtority as an arbitray prince, as becauswe

H
v

he is the FEast being always insperabale.



 BAGIAN I i
PENDAHULUAN

Amnr_,B.e_lnkang

Berbicara . tentang Peradilan - Agawa di
Inddnesid, sebenarnya bukan merupakan masalah baru,
hal ini disebabkan Pe‘radialﬂn Agama lulam  sudab  ada
sejak zaman kejaysan kerajaan Pasai, Banten, Aceh,
Pajang dan Denak. . . : v
Hal ini sejalan dengan masuknya agama Islam di
Indonesia sekitar abad ke 7 dan 8 Masehi. (H. Endang
Saripudin Anshori, 19886 : 254 ).

Peradilan: Agama yang berlaku pada waktu itu
adalah sangat sederhana sesuai dengan pengetahuan dan
perkembangan  masyarakat Islam  pada  waktu  itu,
kesederhanaﬁn']itu terlihat dari tempat penyelesaian
perkara dan siapa yang menjadi hakin. _ .
Misalnya ]menyeieéaikan perkara dilakukan di serambi
masjid dan yang bertindsk sebagsi hakim adalah Pemuka.
Agama atau’ Wedana dan dapat pula pimpinan wmasjid. Jadlg
dldasarkan pada karisma tentang ke-Islam-an,

| Dengan datangnya Belanda di Indonesia Hukum
Islam vang berlaku di kerajaan- kerajaan edlklt deni
sedikit terpojok termasuk Peradilan Agama, dikarenakan
pada abad':ké 19 kalangan Belanda sendiri sudah
mengetahui  bahwa hukum yang berlaku pada orang Islam
adalah HUkum Islanm.

(Daniel S.Lev, H. Zaini Ahmad Noeh, 1886 : 24 ).

Bé}dﬁsérkan kenyatuan tergebut, maka Van Den
Bprg menvarankan kepada Pemerintah Belanda pada waktu
itu supsaya bagi orang-orang Indonesia yang beragama
Islém tetap diberlakukan Hukun Islam dan sebagai



lembégaiﬂuntuk _menegakkén hukumﬁya agaiﬁh Pergdiiaq
Agama o ' ' ' o 1

.

Ini dimuat dalam Regerlng Reglement Staatébléd 1854
.atau Staatsblad 1855 : "Oleh hakim Indonesia hendaklsh

d1ber1akukan und&ng undang dan agdama serta  kebiassaan
penduduk Indonesia”. o '

Selain 1itu dltentukan pula batas wewenang Peradilan

‘Agama yaitu s - |

4 N !

! P ' 1
I i L

a. Pengadilan” Agama; ﬁidak{.berweﬁangi dalam pérkafa
pidana. = ' ‘ | '

o

b. Apsbila' menurut hukum agama atau adat perkara itu
 harus diputuskan oleh mereksa ( para penghulu /
Peradilan Agama ). |

' |

Seianjutnya pada tanggal 3i~vJénuari 1931

‘Nomor. ' 53: jo. Stastsbled 1937 Nomor. 116 ~ yang '
menyebutkan Pengadilan Agama hanya bersenang memeriksa
dan.. memutusﬁ perkara-perkara y&ng' ada : hubungannya

dengan nikah, talak, rujuk dan cerai  untuk wilayah
Jawa -dan Madura. Perkara waris, hadlonah dan wakaf
diserahkan diserahkan pada Persdilan Umum.

Pada Jjaman penjajéhan, Jepang tidak banyak

membawa “péngaruh terhadap?hukum - dan lembaga-lembaga'
Islam, sedikit membawa kemajuan dalam Peradilan Agama

di beberapsa daerah, misalnya Aceh, ternyata éehagai

.da11h untuk kepentingan politik darl Jepang sendiri.

i

Setelah Indonésia,mqrdeka semua peraturan yang

berlaku di Negara Indonesia harus berdasarkan pada

-Undang Undang Dagsar 1945.

Berdasarkan pasal II Aturan Perallhan UUD 1945 sisten
hukum dan lembagsa yang ada ‘sebelum Indonesia merdeka

tetap diperlukan termasuk Peradilan Agama.

e et ot Rl i e .



Hal_ini untuk menghind&ri kefakuman. Dalam hubungannya
dengan vPeradilanl Agama  sebagai langkah pertams
melalui Peraturan Pemerintah No. 5/80/18446, pemerintah
menyerahkan pembinaan Peradilan Agams dari  Kementrian
Kehakiman kepadan Kementrian Aguma. Padu . tahun 1948
dikeluarkan Undang-Undang Wo. 19 tabun 1948 yang wme-
masukkan peradilan Agama ke Peradilan Umum, tetapi
tidak pernsh bérlaku.-' ,

Bahkan Undang~tUndang No. 19 tahun 1984, Undang-Undang
No. 14 tahun 1870, Undang-Undéng No. 1 tahun 1974 dsan
Undang*Und&ng No. 14 tahun 1985 menetapkan eksistensi-
nya. I o _
Meskipun demikian setelah diajukan dan dibahas Ran-
cangan Undang—Undang'tehtang Peradilan Agama (RUU-PA)

akhir-akhir ini eksistensi Peradilan Agama menjadi
perdébatan kembali. .

Maka penelitian terhadap eksistensi Pervadilan Agama
perlu dilakukan.

Bertolah. dari latar belakang tersebut diatas

dapatlah diinveﬁtarisa&i heberpa permaslshan pokok
. , _ :

1, Bagaimanakah eksistensi = Hukum Islam menurut

 Pancasgila dan basal~paSal hndung—Undung Dagar 19456. -

2. Sejauhmana kaitan Peradilan Agama dengan Pancasila

dan_Undans—Undang Dasﬁr 1945,

i S

. Tuiuan. Penelitian. o ‘

Adapun yvang menjadi tujuan dari penelitian ini
adalah



1 ) .
i Con R | ¢

o1, Gntuk mengetahii landasah landassn = hukum adanya
"Peradilan Agama dalam peraturan perundangfundangan
fyang berlaku di Indonesia.

. |
i

: o M,. 71‘,;. L Lo ‘ ". . ‘ ‘

-2, Untuk ': memberlkan sumbangan ‘pemikiran . pada»,

' pemerlntah dalam pembahasan dan pembantukan Undang~
Undang tentang Peradllan Agfma '&

[ , .
X o : . I
v : .

1
'

1 . n._. .I’ ’ | L . f ' . .r‘ ‘}
b . . - :

D. Kerangka Teoritis dan Kongepsional.
1. Kerangka Tebritisﬂ‘ |
' Untuk memecahkan permasalahan di muka., akan
’_d1gunakan teori, ilmu hukum. .
"~ .Menurut teor1,, kesahan . berlakunya hukum harus
memenuhi tiga syarat : '

a. Sah secara yuridis, yaitu penentuan kéedah hukum
tersebut didasarkan . kaedsh vang lebih tinggi
tlngkatannya ' R '

'b. Sah secars .sosiologis, yaitu kaedah  hukum

. |
tersebut diterima dan disakui oleh masyarakat,

o. Sah secara filosofis; “yaitu kaedah hukum
‘tersebut sesual dengan cita-cita hukum sebagai
n11a1 9051tif yang tertinggl |
(Soerqono Soekanto, 1980 : 13).

Ketiga gyarat - tersebut"merupakan syarat yang

‘ kumdlatif -artinya untuk sah berlakunya hukum harus
dipenuhi ketlga Byarat tersebut‘

Maka . apablla sesuatu hukun ildak memendhi saléh;

satunya,’ berlakunys hukum terrubut tidak sah.

(qOerJono{Soekapto% 1980 : 14 ).

e



"Menurut sistem hukum nagional berdasarkan
Pancasila dan Undang~Undang Dasar 1945, sustu hukum
berlaku sah di Negara Republik Tndonesia, apabila
memenuhi ketiga syarat tersebut, yaitu ﬁuatu hukum
berlaku sah di Indonesia ini apabila sesuai dengan
kesadaran hukum masyarakat, sesuai dengan ketentu-
an-ketentuan dalam pasal 5 dan 20 lUndang-Undang
" Dasar 1945 dan sesual dengan citau-cita  hukum
nasional vyang dipadatkan dalam Pancasila yanyg
merupakan.  sumber dari segala sumber hukum Negara
Republik Indonesia. | | |

Untuk menjawab permasalahan  bsgaimanakah
séharﬂsﬁyh"eksistensi‘Peradilan Agama dalam-'Negara
Republik 'Indone91a menurut .UndangQUndang Dagar
1945, | harus dilakukan penelitisn hal-hal sebagai
berikﬁt‘i o : ‘ ' '

a, Bagaimanakah' eksistenaﬁ Hukumg Islan menurut

Pancasila dah pasal-pasal UUD 1845 yang terkait.
: b..Bagaimanakdh eksistensi'lembaga Peradilan Agamna
' menurutiPancasila dan pasal-pasal UUd 1944 yang
terkait. ‘

c. Bagaimaéhakhh penegakan Hukum?Islum di Ilndonesia
menurut Pancasila dan pasal-pasal UUd 1945  vyang
terkait.

. Kerangks Konsepsional.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah kessluruhan
naskah~§angfteridi dari Pembukaan, Batang Tubuh dan
'Penjelasan vang dirancang oleh ‘Baudan Penyelidik
Qsaha-usaha Persiapan Kemerdekaaﬁ Indonesia dan
disahkan  oleh Panitia 7 Persiapan Kemerdekaarn



E. iipotesa.

Indonesia pﬁda tanggali18 Agdstus 1845. (Bahan
I S i :
Pelengkap ' Penataran P4, 1979 : 26 ).

Undang-Undang Dasar 1945 adalal fukuu dasar
vang tertuiis vang merupakan sumber hukum  bagi
,semua'aﬁﬁran hukum yang berlaka di Indonegia.
"~ (Penjelasan Umum Undangnuhdang Dusgar 1945,

"Perundahg~undangan adalali setiap keputusan
resmi ' yang berbentuk tertuli. dari  penguasa yang
bersifat mengikat. (Soerjonc Soekanto, 1986 : 7 ).

Eksistensi adalah keberadaan atau kedudukan
dalam peraturan perundangan yang. berlaku.

Peradilan Agama adalah proses penyvelesgaisan
perkara bagi umat Islam yang menyangkut nikah,
talak dan rujuk. (Daniel S. Lev, H. Zaini Ahnud
Noeh, 1986 : 172 -178). |

Berdasarkan'bermaSalnhan dan kerangke teoritis
di atas dapat diturunkan hipotessa bahwa Undang-Undang

" Dasar 1945{merubah Peradilan Agama.,

}

. Metadolasi Penelitis.

) oy
i

Penelitian ;_Undang-Undang' Dasar 1945 ‘dan

eksistensi - ﬁerédilan ‘Agama dalam HNegars Republik

Indoneéiﬁwmefupakan penelitian tukum normatif.
Data  yang  diperlukan dalam penelitian ini  data
sekunder (data-data. pustaka). '



. 2. Bahan hukum sekunder yaxtu hasil penelitian

Dalam penelltian hukum normatlf data sekunder
mellputl

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hulum yvang mengikatl

terdiri dari Undang-Undang Dassr 1945, Garis-garis
Besar Haluan Neéara, peraturun perundang-undangan

"dan lain sebagainya.
, b

i‘.

para
ahli, ha311 karya para ah11 hukum, hasil pertemuan
11m1ah dan sabagainya

13, Bahan hukum tertler yang memberlkan penaelasau pada

bahan hukum prlmer dan sekunder antara ]dln kamus
hukum, 1ndeks dan lain~-lain,





